Menimbang

Mengingat

BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan perlu diatur
guna mendorong percepatan peningkatan kualitas
tenaga kerja dalam pembangunan daerah Kabupaten
Kotabaru, perlindungan tenaga kerja, untuk menjamin
hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan
kesempatan maupun perlakuan tanpa diskriminasi
serta untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta
keluarganya dengan tetap memperhatikan
perkembangan dunia usaha;

bahwa < sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, tenaga kerja merupakan urusan
wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, dalam
peran dan fungsinya Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota berwenang mengatur tentang
ketenagakerjaan sesuai dengan batas kewenangan yang
dimiliki;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3201);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang
Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Batas Usia
Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
320);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan
dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 394 1);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56006);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang
Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning
Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi
ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan
Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4356);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6141);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Tripartit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi
Lembaga Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4862);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan
Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4701);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5309);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7
Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Menetapkan

dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Kotabaru.

Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas dan
tanggungjawabnya mengurus ketenagakerjaan di
Kabupaten Kotabaru.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan
dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan
sesudah masa kerja.
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7. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah serangkaian
kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan kerja,
penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja,
hubungan industrial, dan wajib lapor ketenagakerjaan.

8. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat.

9. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi,
konsultasi, dan musyawarah mengenal hal -hal yang
berkaitan dengan hubungan Industrial disuatu
perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan
serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di
Instansi yang bertanggungjawab di bidang
Ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

10. Pencari kerja adalah setiap orang yang sedang
menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang
sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan
dengan  mendaftarkan diri  kepada = pelaksana
penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar
pekerjaan kepada pemberi kerja.

11. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

12. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disebut IPK
adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan
dan persediaan tenaga kerja.

13. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap
individu yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan
standar yang ditetapkan.

14. Pengusaha adalah :

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik
sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang berada di Indonesia mewakili
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah
Indonesia.

15. Perusahaan adalah :

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau
tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan,
atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun
milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain;
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b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang
lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,
badan hukum, atau badan-badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga Kerja dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan
untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi
kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh
pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan
yang terbentuk antara para pelaku dalam proses
produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur
pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian Kerja,
yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Malam hari adalah waktu antara pukul 23.00 WIB
sampai dengan pukul 07.00 WITA.

Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18
(delapan belas) tahun.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam = berinteraksi dengan lingkungan  dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian  kerja, kesepakatan atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah Minimum Kabupaten adalah upah minimum
yang berlaku di wilayah Kabupaten Kotabaru.

Wajib lapor ketenagakerjaan adalah kewajiban setiap
pengusaha atau pengurus perusahaan/pemberi kerja
melaporkan gambaran ketenagakerjaan diperusahaan
secara tertulis kepada pemerintah Kabupaten Kotabaru
atau pejabat yang ditunjuk yang menangani masalah
perlindungan, pembinaan, dan pengawasan
ketenagakerjaan.
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Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja
/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang
memuat syarat-syarat Kerja, hak, dan kewajiban para
pihak .

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat
secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat -
syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang
merupakan  hasil perundingan antara  serikat
pekerja/serikat buruh  atau  beberapa = serikat
pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang
bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan dengan
pengusaha atau beberapa pengusaha, atau
perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Mogok Kerja adalah tindakan pekerja /buruh yang di
rencanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama
dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk
menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

Penutupan Perusahaan (lock out) adalah tindakan
pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya,
atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.

Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran
hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
pekerja/buruh dan pengusaha.

Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi Pemerintah,
Badan Hukum atau perorangan yang memenuhi
persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja
bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk
memberi, memperoleh, meningkatkan serta
mengembangkan kompetensi Kerja, produktivitas,
disiplin, sikap dan etos Kerja sesuai dengan jenjang
dan kualitas jabatan atau pekerjaan, baik disektor
formal maupun disektor Informal.

Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan Kerja
yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan
dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung
dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau
pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses
produksi barang atau Jasa dalam rangka menguasai
keterampilan atau keahlian tertentu.

Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan
pengakuan atas jenis dan tingkat keterampilan yang
dimiliki /dikuasai oleh seseorang sesuai dengan
standar program pelatihan yang ditetapkan.
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36. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya
disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunana daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II
ASAS, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan
asas :
a. keterpaduan;
b. persamaan hak;
c. demokrasi;
d. keadilan sosial,
e. kesetaraan dan keadilan gender; dan
f. tanpa diskriminasi.
Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
meliputi :

pelatihan kerja;

penempatan tenaga kerja;

perlindungan tenaga kerja; dan

hubungan industrial;

oo

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah :

a. memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk
memperoleh pekerjaan baik dalam hubungan kerja
maupun diluar hubungan kerja dan pemberi kerja
dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat,
minat dan kemampuan;

b. mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi
kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja; dan

c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam
mewujudkan kesejahteraan.

BAB III
PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Pasal 5
(1) Tenaga Kerja berhak memperoleh pelatihan dalam
rangka meningkatkan, dan mengembangkan

keterampilan, keahlian, dan produktivitas Kerja.
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Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sesuai bakat, minat dan kemampuan tenaga kerja
melalui pelatihan kerja, pemagangan, dan
produktivitas.

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib menyiapkan tenaga kerja siap
pakai yang memiliki kompetensi untuk memenuhi
kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui peningkatan kualitas unit pelaksana
teknis pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.

Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
bekerjasama dengan perusahaan dan lembaga
pendidikan dan pelatihan swasta yang berhubungan
dengan ketenagakerjaan.

Pasal 7

Dinas berwenang  melakukan Pelatihan dan
pengembangan berdasarkan unit kompetensi yang
dilakukan secara berkelanjutan.

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan metode pelatihan kerja yang
relevan, efektif dan efisien sesuai standar kompetensi
dan kebutuhan pasar kerja serta mengikuti
perkembangan terakhir unit kompetensi dalam bidang
tenaga kerja guna menunjang pertumbuhan pribadi
tenaga kerja.

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk :

a. calon tenaga kerja;

b. tenaga kerja non manajerial; dan/atau

c. tenaga kerja manajerial.

Pasal 8

Lembaga pendidikan dan pelatihan swasta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam
menyelenggarakan pelatihan kerja wajib memiliki izin
dari pemerintah daerah.

Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan
pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Pembinaaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Pasal 9

Dinas berwenang melakukan pembinaan terhadap
Lembaga Pelatihan Kerja.
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. program pelatihan;
b. sumber daya manusia;
c. fasilitas atau sarana dan prasarana; dan
d. sistem dan metode.

(3) Tahapan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. seminar, lokakarya, rapat konsultasi; dan
c. kunjungan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10
Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi tenaga kerja
penyandang disabilitas dilaksanakan dengan

memperhatikan jenis, derajat disabilitas dan kemampuan
tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Pemagangan dapat dilaksanakan di Daerah, luar
Daerah dan di luar negeri oleh Pemerintah Daerah,
perusahaan atau antar perusahaan.

(2) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian
pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang
dibuat secara tertulis dan didaftarkan pada Dinas.

(3) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak
dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka
waktu pemagangan.

(4) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui
perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dianggap tidak sah.

Pasal 12

(1) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan diarahkan
untuk peningkatan relevansi, kualitas dan efisiensi
penyelenggaraan pelatihan Kerja dan produktivitas.

(2) Tenaga Kerja yang telah selesai mengikuti pelatihan

kerja dan/atau pemagangan berhak memperoleh :

a. Sertifikat pelatihan kerja;

b. Sertifikat kompetensi; dan

c. pengakuan kompetensi dan atau kualifikasi
keterampilan/keahlian  Kerja dalam  bentuk
sertifikat kompetensi dan atau
keterampilan/keahlian Kerja.

(3) Sertifikat pelatihan kerja dikeluarkan oleh Balai
Latihan Kerja dan/atau Lembaga Pelatihan Kerja.
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BAB IV
PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Asas dan Tujuan

Pasal 13

Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas terbuka, bebas,
obyektif, adil, dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal 14

Penempatan tenaga kerja harus ditujukan untuk:

a.

(1)

(2)

(3)

penempatan tenaga kerja pada jabatan yang tepat
sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat,
dan kemampuannya dengan memperhatikan harkat,
martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan
daerah.

Bagian Kedua
Wajib Lapor Lowongan dan Jumlah Tenaga Kerja

Pasal 15

Pemberi Kerja wajib menyampaikan laporan kepada

Dinas:

a. setiap akan mengadakan perekrutan tenaga kerja;
dan

b. jumlah tenaga kerja yang telah dipekerjakan;

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari
sebelum dimulai perekrutan dan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan setiap 1
(satu) tahun sekali.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sekurang-kurangnya memuat:

a. nama Pemberi Kerja (perseorangan / pengusaha /
badan hukum / badan lainnya);

b. jumlah tenaga kerja dibutuhkan dengan formasi
jabatannya;

c. persyaratan jabatan yang digolongkan dalam jenis
kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian,
pengalaman kerja dan syarat lainnya secara wajar
sesuai keperluan pemberi kerja;

d. besaran Upah/Gaji yang akan diberikan; dan

f. waktu pelaksanaan perekrutan.
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(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sekurang-kurangnya memuat:
a. nama Pemberi Kerja (perseorangan/pengusaha/
badan hukum/badan lainnya);
b. jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan;
c. identitas tenaga kerja:
identitas kependudukan;
jenis kelamin;
tahun mulai kerja;
jabatan;
besaran upah/gaji; dan
nomor kepesertaan jaminan sosial.

SRRl o S

(5) Besaran Upah/Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf d berpedoman pada ketentuan upah
minimum yang telah ditetapkan di daerah dan tidak
boleh lebih rendah dari ketentuan berkenaan.

Pasal 16

Dinas wajib memberikan bukti tertulis atas penyampaian
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Ketiga
Mekanisme Perekrutan

Pasal 17

Perekrutan tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara
merekrut sendiri atau melalui pelaksana penempatan
tenaga kerja.

Bagian Keempat
Perekrutan Sendiri Tenaga Kerja
Oleh Pemberi Kerja

Pasal 18

(1) Perekrutan sendiri tenaga kerja oleh Pemberi kerja
setelah pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) huruf a wajib diumumkan secara terbuka
melalui media cetak daerah, media elektronik dan
website Dinas dan harus mencantumkan nomor surat
bukti telah melaporkan perekrutan tenaga kerja dari
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Jangka waktu pengumuman dan pendaftaran harus
diberikan secara wajar untuk memberi kesempatan
kepada pencari kerja dapat memenuhi ketentuan yang
diberlakukan.

(3) Penyelenggaraan seleksi tenaga kerja harus dilakukan
secara transparan.



- 13 -

(4) Pemberi kerja yang telah selesai melaksanakan
perekrutan tenaga kerja wajib menyampaikan laporan
penempatan tenaga kerja kepada Dinas paling lama 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberi Kerja
dan Pencari Kerja menandatangani perjanjian kerja.

Bagian Kelima
Perekrutan Tenaga Kerja
Melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 19

Perekrutan tenaga kerja melalui pelaksana penempatan
tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Usaha

Pasal 20

Dalam rangka mencegah konflik/kecemburuan sosial untuk
pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan teknis atau
khusus lainnya, Perusahaan/Pemberi kerja dapat
memberdayakan masyarakat sekitar lokasi penyelenggaraan
usaha sebagai pelaksana kerja.

Bagian Ketujuh
Perluasan Kesempatan Kerja dalam Daerah

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama
mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja.

(2) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja
dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif
dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia dan
teknologi tepat guna.

(3) Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan melalui :

a. pola pembentukan dan pembinaan tenaga Kerja
mandiri, terapan teknologi tepat guna, wirausaha
baru, perluasan kerja sistem padat karya, alih
profesi; dan

b. pendayagunaan tenaga Kerja sukarela atau pola
lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan
kesempatan kerja.
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(4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun
nonperbankan, dan dunia usaha agar dapat membantu
dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan
masyarakat yang menciptakan atau mengembangkan
perluasan kesempatan kerja.

BAB V
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pasal 22

Perlindungan bagi tenaga kerja di daerah merupakan
tanggungjawab bersama pemerintah daerah, pemberi kerja,
penyelenggara penempatan tenaga kerja, dan masyarakat.

Pasal 23
Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan
penyelenggaraan ketenagakerjaan daerah yang

pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemberi Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib
memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan,
keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik
tenaga kerja.

Pasal 25

(1) Pengusaha atau pengurus wajib membuat laporan
setiap tahunnya tentang kemajuan prosentase
perkembangan komposisi pengisian lowongan
pekerjaan dan jabatan diperusahaannya kepada Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan pada bulan Desember tahun berkenaan.

Paragraf 2
Perlindungan Khusus bagi tenaga kerja Anak

Pasal 26

(1) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak.
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga
belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun
untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak
mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik,
mental, dan sosial.

Pasal 27

Perekrutan sendiri yang dilakukan oleh Pemberi kerja

yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus

memenuhi persyaratan:

a. izin tertulis dari orang tua atau wali;

b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang
tua atau wali;

c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu
waktu sekolah;

e. keselamatan dan kesehatan kerja;

f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan

g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, huruf b, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi anak

yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 28

Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang
merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau
pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan syarat:

a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara
pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan
pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan

b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan
kerja.

Pasal 29

Anak dapat melakukan pekerjaan untuk
mengembangkan bakat dan minatnya.

Pemberi kerja yang mempekerjakan anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:

a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau
wali;
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b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu
perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu
sekolah.

(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk
mengembangkan bakat dan minat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan
pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus
dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 31

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja,
kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 32

(1) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan dan melibatkan
anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau
sejenisnya;

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan,
menyediakan, atau menawarkan anak untuk
pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno,
atau perjudian;

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan,
menyediakan, atau melibatkan anak untuk
produksi dan perdagangan minuman keras,
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
dan/atau

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak.

(3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyandang Disabilitas

Pasal 33

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan
kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan secara adil
tanpa diskriminasi.



(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

17 -

Setiap perusahaan memberikan kesempatan dan
perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas
dengan mempekerjakan penyandang  disabilitas
diperusahaan secara adil dan tanpa diskriminasi.

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah yang berkedudukan di Daerah wajib
mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen)
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau
pekerja.

Perusahaan swasta yang berkedudukan di Daerah
wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen)
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau
pekerja.

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan
kerja terhadap pekerja/buruh yang mengalami
kecacatan akibat hubungan kerja atau karena
kecelakaan kerja di perusahaannya sepanjang menurut
dokter perusahaan atau _dokter terakhir yang
menangani kecacatan menyatakan bahwa
pekerja/buruh dapat melakukan pekerjaan yang wajar
dapat dilakukan oleh pekerja/buruh tersebut.

Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) Pengusaha wajib menyediakan pekerjaan yang
sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pengecualian = terhadap ketentuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), apabila salah satu pihak tidak
menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja,
Pengusaha hanya dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja setelah memperoleh penetapan dari
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial.

Paragraf 4
Perempuan

Pasal 34

Dalam mempekerjakan pekerja/buruh perempuan,

pengusaha dilarang:

a. mempekerjakan pekerja/buruh perempuan yang
berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00;

b. mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil
yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi
kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun
dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai
dengan pukul 07.00; dan
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c. mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada
masa menyusui sampai dengan bayi berusia 6
(enam) bulan.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh
perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul
07.00 wajib:

a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di
tempat kerja.

(3) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput
bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan
pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan
pukul 07.00.

Pasal 35

Pemberi kerja wajib memberikan kesempatan yang
secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan
ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

(1) Setiap = pemberi kerja wajib mengikutsertakan
pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

jaminan kesehatan;

jaminan kecelakaan kerja;

jaminan hari tua;

jaminan pensiun; dan

e. jaminan kematian.

oo

(3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diselenggarakan
oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 2
BPJS Kesehatan

Pasal 37

(1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan
Pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada
BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
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Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak
mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan,
Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan
dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan

Paragraf 3
BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 38

Kepesertaan program Jaminan Sosial pada BPJS

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36

ayat (2) huruf b, huruf c¢, huruf d dan huruf e

diperuntukkan bagi :

a. Pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi
kerja selain penyelenggara negara baik itu bekerja
pada perusahaan atau pada orang perseorangan,
termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah;

b. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
dan

c. Orang asing yang bekerja di Daerah paling singkat
6 (enam) bulan.

Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek baik
yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.

Kewajiban mengikutsertakan pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pemberi
kerja pada proyek fisik yang dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah harus menjadi
persyaratan dalam dokumen perencanaan pengadaan
barang dan jasa.

Pasal 39

Pelaksanaan jaminan sosial diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

BAB VI
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bagian Kesatu
Hubungan Kerja

Pasal 40

Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja
antara pengusaha dan pekerja/buruh.
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Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat secara tertulis atau lisan.

Perjanjian Kerja yang dipersyaratkan secara tertulis
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.

Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau
untuk waktu tidak tertentu.

Pasal 41

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat
diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat

dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis

dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu, yaitu :

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara
sifatnya;

b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya
dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling
lama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,
kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih
dalam percobaan atau penjajakan.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu wajib dicatatkan
oleh pengusaha kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah penandatanganan perjanjian kerja.

Pengusaha yang akan melaksanakan hubungan kerja
dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu wajib
memberitahukan secara tertulis draft perjanjian kerja
waktu tertentu kepada Dinas paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian
kerja untuk  diteliti materi perjanjian kerja yang
diajukan tidak boleh lebih rendah dari peraturan
perundangan yang berlaku

Syarat kerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, tidak boleh lebih rendah daripada
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kedua
Struktur dan Skala Upah

Pasal 42

Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah
dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja,
pendidikan, dan kompetensi.
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Struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku bagi setiap pekerja/buruh yang
mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha di
perusahaan yang bersangkutan.

Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib diberitahukan kepada seluruh
Pekerja/Buruh.

Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilampirkan oleh Pengusaha pada saat

permohonan;

a. pengesahan dan pembaruan Peraturan Perusahaan;
atau

b. pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan
Perjanjian Kerja Bersama.

Struktur dan skala upah yang dilampirkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlihatkan
kepada pejabat yang berwenang pada Dinas.

Setelah  dokumen  struktur dan skala upah
diperlihatkan, pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) harus mengembalikan
dokumen struktur dan skala upah kepada pihak
perusahaan pada saat itu juga.

Selain melampirkan Struktur dan skala Upah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan
Perusahaan melampirkan surat pernyataan telah
ditetapkannya struktur dan skala upah
diperusahaannya.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
didokumentasikan oleh pejabat yang berwenang pada
Dinas sebagai bukti telah dilakukan penyusunan
Struktur dan Skala Upah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 43

Segala pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini
bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya yang
sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pembiayaan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah.
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BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi
administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 18 ayat (4),
Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 42 ayat (1).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa :

teguran;

peringatan tertulis;

pembatasan kegiatan usaha;

pembekuan kegiatan usaha;

pembatalan persetujuan;

pembatalan pendaftaran;

penghentian sementara sebagian atau seluruh alat

produksi; dan/atau

pencabutan ijin.

5RO a0 o

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku
penempatan tenaga kerja yang sedang dalam proses
tetap dilaksanakan sampai dengan selesai
penyelenggaraannya.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua
bentuk persetujuan dan atau rekomendasi dinyatakan
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kegiatan
berkenaan.

(3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku
pelaksanaan perlindungan tenaga kerja disetiap
perusahaan wajib menyesuaikan dengan Peraturan
Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2018 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN : ( 157/2018)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaran
Ketenagakerjaan memiliki landasan filosofis yang kuat. Landasan filosofis
dimaksud bahwa memperoleh pekerjaan yang layak merupakan hak asasi
manusia dalam ketenagakerjaan guna memenuhi nilai kemanusiaan yang adil
dan beradab, serta nilai keadilan sosial dalam penyelenggaraan
ketenagakerjaan di Kabupaten Kotabaru. Tenaga Kerja sebagai mitra
pengusaha merupakan salah satu pendukung dan pelaksana perekonomian
yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di
Kabupaten Kotabaru.

Bertolak dari landasan filosofis tersebut dan berdasarkan bukti empiris, maka
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kotabaru tentang  Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan memiliki Landasan Sosiologis bahwa sesuai dengan peranan
dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan upaya-upaya yang dapat mendorong
percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam pembangunan Kabupaten
Kotabaru.

Bahwa perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak
dasar tenaga kerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta
perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan
kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan
perkembangan dunia usaha. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan diperlukan untuk mengatasi masalah dalam penyelenggaraan
ketenagakerjaan guna mendorong percepatan peningkatan kualitas tenaga
kerja dalam pembangunan Kabupaten Kotabaru, perlindungan tenaga kerja
untuk menjamin hak dasar tenaga kerja/buruh, dan menjamin kesamaan
kesempatan maupun perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan
kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dengan tetap memperhatikan
perkembangan dunia usaha.

Selanjutnya, landasan yuridis dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah untuk menciptakan
kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta mengisi kekosongan hukum
dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah Kabupaten Kotabaru.

Peraturan Daerah ini terdiri dari XII bab dan 48 Pasal yang mengatur
penyelenggaraan ketenagakerjaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa
penyelenggaraan ketenagakerjaan dilakukan dengan

mengintegrasikan berbagai kepentingan, antara lain Pemerintah
Daerah, pekerja/buruh, pengusaha dan masyarakat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas persamaan hak” adalah bahwa
pemenuhan hak pekerja/buruh  dilakukan dengan  tidak
membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status
ekonomi.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah bahwa
penyelenggaraan ketenagakerjaan dilakukan dengan sebesar
mungkin mengikutsertakan dan meningkatkan peran serta aktif
pekerja/buruh, pengusaha dan masyarakat secara merata.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah bahwa adanya
perlakuan yang adil dan seimbang bagi pekerja/buruh, baik secara
materil maupun spiritual.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan keadilan gender”
adalah bahwa ketenagakerjaan dilakukan tanpa membedakan jenis
kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas tanpa diskriminasi” adalah bahwa
penyelenggaraan  ketenagakerjaan  dilakukan tanpa  adanya
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak
langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama,
suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekomomi,
jenis  kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan
dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan

lainnya.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan terbuka adalah pemberian informasi kepada
pencari kerja secara jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah,
dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja/buruh serta
untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja
ditempatkan.

Yang dimaksud dengan bebas adalah pencari kerja bebas memilih jenis
pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak
dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan
pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja
yang ditawarkan.

Yang dimaksud dengan obyektif adalah pemberi kerja agar menawarkan
pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan
kemampuannya dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus
memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada
kepentingan pihak tertentu.

Yang dimaksud dengan adil dan setara adalah penempatan tenaga kerja
dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan
atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pemerataan kesempatan kerja dimaksudkan adalah wupaya
memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan
bagi seluruh tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya. Demikian pula pemerataan kesempatan kerja
perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di
seluruh sektor dan daerah.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.



Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
yang dimaksud pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan teknis atau
khusus adalah tukang kebun, petugas kebersihan, penjaga malam,
penatalaksana rumah tangga pada rumah dinas pegawai.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.



Pasal 27
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.



Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35
Yang dimaksud kesempatan yang secukupnya yaitu menyediakan tempat
untuk melaksanakan ibadah yang memungkinkan pekerja/buruh dapat
melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondisi dan
kemampuan perusahaan.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Sumber dana lainnya yang sah adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, perusahaan dan masyarakat atau pihak lain dalam
bentuk bantuan, sponsorship atau bentuk lain sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.
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